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PENDAHULUAXN

A. Latar Belakang Masalah

Fada tahun 2013 pemerntah menveluarkan Peraturan Presiden MNomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatun Perawran Presiden tersebut dapat
dijadikan pedoman dalam  mempersispkan  beropersinys  Badun
Fenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJIS Keschatan), akan welap
Peraturan Presiden tersebut kemudian dirubab dengan adanya Peraturan
Presiden Nomor 111 Tuhon 2003 demang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahen 2003 “tentane Jamiman Kesehatan, Perubaban tersebut
dilakukan karena beberapa ketentuan dalam Peratoran Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Keschatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan
penyelenggarman Jaminan Kesehatan Naswonal (JKN). Berdasarkan Ketenman
pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah .
jaminan bemupa perhindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemelibaraan kesehatan-dan perlindungan dalam memenuhi kKebutuhan dasar
keschatan yvang dibenkan kepada setiap crang vang telah membavar iuran
st tranmys dibavar oleh I!::'J!il.':nntﬂl‘l.l

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal | angka 2 Perataran Presiden

tersehut, JTaminan Keschatan tersebut diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,

yailu Badan Penyelenggara Jaminan Sesial Kesehatan yang selanjumya

' Sumher: httpe/www hpisinfo/prosramdaminan Pemelibaraan Beschatan-1%, diakses pada
tangual 11 Desember 2014




disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hebum yang  dibentuk  untuk
menyelenggarakan program  Jaminan Kesehatan” Penenima bantusn juran
jaminan kesehatan tersebut adalah fakir miskin dan orang tidak mampu
sebagai peserta program Jaminan Kesehatan,

RPJS Kesehatan mular berlaku pada awal Januan 2014 vang Ialo,
akan fetapn pada Kenyataannya b lapanganomasih banyak vang udak
mengetahui hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan
sebagai pelaksana JKN tentu harus membenkan informasi vang sangat mudah
dipahami bagi masyarakat mengeénai program Jaminan Kesehatan tersebut.
Hal i tenm agar tdak menimbulkan-kesalahpahaman i waktu yang akan
datang.

Ilak dan kewajiban peseria BI'JS Kesehatan harus dipahamn secara
scksama agar tidak menmmbulksn masalah. Salah satu hak peserta BPIS
Kesehatan adalah mendapatkan pelivanam gangguan kesehatan selama 24 jam.
untuk mendapatkan hak lerschiot leniu sapa sctap peserta memiliki kewajiban
vang harus dilaksanakan. Kewspban utiama peserta BPIS Kesehatan adalah
membayar iuransthelemadangeal 10 sctiap bolannyac

Pemenntah telah menganur pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalus
peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan peraturan tersebut  dapat
diatir mengenal perhmbungan hukum bagt masvarakat peserta Jaminan
Kesehatan, Perflindungan hukum merupakan hal yvang diperlukan oleh rakvat.

khususnya pada kerangka negara kesejahteraan. Sebagaimana diketahur, pada

“Sumber;  Llgwww bpis.infoprosram) aminan Pemeliharasn_Keseharan-14%,  diakses  pada
ranggal 13 [Jesember 2014




negara kesejahteraan akan sangat rawan timbul gesekan kepentingan di anlara
masyarakat dengan pemerintah ketika pemerintah memiliki pern yang sanpat
hesar bahkan sampal masuk pada aspek kehidupan pribadi warganya, Hal
demikian dilakukan pemenntah unmk menciptakan kesejahtersan bersama di
dalam  masyarakat. Oleh sebab itu, masyamakat membutubkan  suam
perlindungan hukum yang jelas 2pabila masyamikat kepentingannya diganggu
oleh suatu tindakAn hukum pemerntah schingga dalame hal 1m pihak
pemenntah juga memiliki kontrol atias kewenangan yang dirmliki.”

Perlindungan hukum kaitannya deongar penegakan hukum dapat
diamikan sebasal pemberian akses keadilan kepada masyarskal - Akses
keadilan dalam hal imi digroikan sebagar pemberian perlakuan yang adib atau
tidak berat sehelsh sertamembenkan segala sesuati sesuan hak dan j’ICI-]'Si.H}’E:.-;
Perlindungan terhadap hak peserta jaminan kesehatan dityjukan untuk
kepastian  hukum, Masyarakat vang menjadi pescris, jaminan Kesehatan
merupakan pengguna dan lavanan keschatan vang diselenggarakan oleh
pomerintah,

Kepast:an hukum iru meliputi segals upaya-berdasarkan bukum unruk
memberdayakan pengguna memperoleh dlaw menentukan pihihannya atas
barang dan/atau jasa kebutuhannyva serta memperishankan atau membela hak-

haknya apabila diugikan oleh pemerintih yang menyelenggarakan jasa

* Phillipus M. Hadjou, 1987, Periindingan Hukum Bagn Radyal, Sebuak Swdi Tentang Prinsip-
Prinsipaya, Penanganannva oleh Pengadilan dalam  Lingkingan Peradilan Umum  dun
Pombenmikan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina llmu, him. 18,

P s Johian Utama. 1995 Cpaya Perlindungun Hukum Bugi Masyarakat yang Dilakukan aleh
Peradilan Taia Usaha Newarg, Bahan Diskusi unnik Forum Diskusi, Semarang: Fakulias Hukam
Universitas Diponegoro, hlm. 1-2,



layanan  keschatan  tersebut Kepastan  hukum  tersebul memberikan
kemudahan dalam proses menjalankan sengketa vang timbul karena kerugian
harta hendanya, keselamatan‘keschatan  (ubuhnya, pengeunaan  dandatau
pemanfaatan jasa layanan terschut ” Kepastian hukum mengenal hak-hak dan
masvarakat vang memanfaatkan suatu jasa layanan,

Bendasarkan  hasibostudi o pendabiianeopenulis G RS PRI
Muohammadivah Kota Yogyakarta dan R5U PKLU Mubammadiyah Kabupaten
Bantul diketahwi bahwa masih banyak pasien vang belum memanfaatkan
lavanan kesehatan menggunakan BPIS Kesehatan unmk memeriksakan diri ke
RSU-PKU Muhammadiyah Kota Yogyakana dan RSU KU Muhsmmadiyvah
Kabupaten Bantul, padahal dengan memiliki kartu BP'JS Keschatan maka
pasien mendapatkan layvanan keschatan tanpa dipungut haya untuk pengobatan
yvang ditangeung olch BPIS Keschatan, Banyak masvarakat vang belum
memiliki BPFS Keschatan terschul mengakibatkan masyarakat yang sakit dan
berobat di Rumah Sakit harus) mengeluaskan aya yang lebih besar karena
pengobatan Jilakukan dengan menggunakan biaya sendin.

Perlindungan-bukum hag pesernta BPJS Kesehatan penting untuk
dilaksanakan, tidak hanya terruang dalam peraturan perundang-undangan saja.
akan letapl juea terkait dengan implementasinya di lapangan, Masvarakat vang
menjadi peserta dann BPIS Kesehatan belum mengetahul apa saja hak-hak vang
diperoleh  dan upaya apa yang dapat dilakukan apabila hak-hak vang

didapatkan  terscbut  tidak  sesuar dengan  ketentuan vang telah diawr

" Shidara 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakana: Grasindo, Wlm. 62,
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Berdasarkan uraian terscbul di atas maka dalam penelitian ini penubis tertank
untuk melakukan pencliian terkait dengan perlindungan hukum bagi peserta
BPJS Kesehatan. Serta apakah ada kesenjangan terkait dengan pelaksanaan
dari hak-hak peserta BPJS Kesehatan tersebut di lapangan, sehingga hal
tersebut perlu untuk diteliti lebih fanjur

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah vang telah divraikan, maka
rumusan masalah yang dapat disasun adalah:

I. Bagaimana pemenuhan hak peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit
Utnum (ESU) PEU Muhammadivah Kota Yogvakarta dan Bumah Saki
Umum (RSU) PKU Muhammadivah Kabupaten Bantul?

2. Bagaimana kesenjangan yang terjadi dalam pemenuhan hak peserta BPJS

Kesehatan?

Lk

. Bugaimana perlindungan hukum bagi peserta BR'IS Keschatan?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai benkut
b Ulntuk menganalisis pemenuban hak pesera BRIS Keschatan di R5U PRLU
Muhammadiyah Kola Yogyakara  Jan RS PEU Mubammadiyah

Kabupaten Bantul.

-2

Untuk  menganalisis kesenjangan vang teradi dalam pemenuhan hak
puserta BPIS Keschatan,

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagt peserta BRIS Kesehatan,



D. Manfaat Penelitian

]

Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapal bermanfaat untuk meningkatkan
ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum kaitannya denpgan
pemenuhan hak dan pasien yang mendapatkan Jaminan Keschatan dan
pemerintah.

Manfaat Praktis

a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat peserta
BFJS Keschatan untuk mengetahui hak-haknya sebagai peserta BPJS
Kesehatan,

h. Dibarapkan  penchtian im o dapal  bermanlaal bagt, RS PKU
Muhammadivah Kota Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah
Kabupaten Bantul untuk meningkatkan pemenuhan hak bagi peserta
BPJS Kesehatan yang mendapatkan layanan di Rumah Sakit tersebut.

¢. Ihharapkan penelitian im dapat bermanfaat bagan BPJS Kesehatan
selaku penyelenggara JKN kepada masyarakat untuk meningkatkan

perlindungan dan layanan bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan,



E. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep digambarkan alur pemikiran mengenal
perlindungan hukum bagi peserta BPJS Keschatan Kerangka konsep

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut -

Peraturan Perundang-undangsn tentang Janunan Kesehatan

AL Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SISN)

B.Undang-Undang No. 24 Talun 2011 tentang Badan
Penyelengeara Jaminan Sosial (BPIS)

C.Pemturan Presiden'Nomor 111 Tabuin 2013 (#ntang Perubahan
atas Peraluran Presiden Nomeor 12 Tahun 2013 tentang
Jatinan Kesehatan

D). Peraturan Badan Penvelenggars daminan Soszial Kesahaian
No T'lahun 2014 Tentang Penvelenggaraan Jaminan
Kesehatan

I -,
Hak peserta BPJIS Kesehatan Pelayanan pesenta BPJS Kesehatan Rawat
Rawat Inap dan Rawat Jalan o Inap dan Rawat Jalan
]
-

Kesenyangan

1. Pemenuhan hak peserta BPRIS
Kesehatan Rawat Inap dan Fawat Jalan

2. Pemenuhan pelayanan peserta BPJS
Kesehatan Rawat Inap dan Rawar Talun |J

L

Perlindungan hukum bag peserta BPIS ]
Kesehatan f

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian.



F. Kerangka Teori
I. Perlindungan Hukum Bagi Peserta RPJS Kesehatan
Perlindungan hukum merupakan hal yang diperlukan oleh makyat,
alch sebab itu dapart dikatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum
sangal berhubungan erat dengan pérlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
dalam suatu negara hukum sepert Indonesia.”
Pemenntah memberikan layvanan keschatan berupa BPJS Kesehatan
terkait dengan perlindungan hukum bagi warga masyarakar, khususnyva di
bidang kesehatan. Masyvarakat diwajibkan untuk mendaftarkan din sebagai
anggota BPIS Keschatan dan melakzanskan  kowajibannya  dengan
membayar wran setiap bulan. Masyarakat yvang telah mendafiar suhine
peserta BPJS Kesehatan memiliki hak-hak kesehatan vang akan dilindung:
sepenuhnya oleh pemenntah. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan
vang terdapat pada ;
. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
MNasional (3I5N)
b. UndangsUndang.-Mo, 24 Tahun 2011 teniang Badan Penvelenggara
Jaminan Sosial (BPIS)
¢, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Persturan  Presiden Nomor |2 Tahun 2003 rentang  Jaminan

Kesehatan,

“ Yus Yohan Ulama, op.cir, hlm. 1-2,
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d. Peraturan RBPIS  Kesehatan Nomor | Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Keschatan,

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan
kesehatan, dan memberikan perlindungan hukum hagi masvarakat yang
menjadi peserta dari BPJS  Kesehatan. Masyarakat dapat menerima
manfaat lavanan kesehatan sesusi dengan haknya, apabila pemerintah
tidak melaksanakan tugasnya tersebul maka dapat digugat sesuai dengan
dluran vang berlaku
Pengertian BP.JS Kesehatan

Iaminan Kesehatan adalah jaminan ber pa perlindungan keschatan
agar  peserta 113&111]5ea'nluh mantaat  pemeliharin  kesehatan | lan
petlindungan  dalam memenuhi  keburuhan daser  keschatan,  Badan
Penyelenppara Jaminan Sosial Keschatan vang selanjurnya disinglkat BPJS
Kesehatan wdalah badan hukum yane dibentuk untuk menyelengearakan
program Jamman Kesehatan (Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2043 wnlang Perubahan dtas Piraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jamuinan-Kesehatan).

Berdasarkan ketentuan dalam | A Peraturan Presiden Nomor |11
Tahun 2013 teniang Perubahan atas Persturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jarmnan Keschatan. BPIS Kesehatan merupakan badan
hukum publik yang beranggung jawab kepada Presuden Penerima

Bantuan Turan Jaminan Kesehatan vang selanjutnva disebut PRI Jaminan



Kesehalsn adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagal peserta
program Jaminan Keschatan,
Hak Peserta BP.IS Kesehatan.

Hak adalah sepala sesuatu yang diperoleh setelah melaksanakan
kewajiban.  Peserta BPJS  Kesehatan vang telah melaksanakan
kewajibannva dengan cara membayar iuran secara rutin setiap hulannya,
maka berhak untuk mendapatkan lavanan keschatan, Selain mendapatkan
hak-hak vang diperolehnya maka sebagm SEOIANY Pasien juga mempunyai
kewayiban yuang harus dilaksanakan,

Mengena hak dan pasien, khususnyva vang terdafiar schagal peserta
dar BPJS Keschaian, maka berdasarkan ketenuan pada Pasal 200 Perataran
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 teniang Perubahan atas Persturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dapat
ikutahui bahwa sctiap peseria BPIS Keschalan “berhak memperalch
manlaat jaminan keschatan vang bersifat pelaysnan kesehatan perorangan,
mencakup pelayanan promotif, preventf, kuratil, dan rehabilitanf yang
ditetapkan oleh BPJS Keschatan™,

Kesenjangan yang terjadi pada pelavanan RPJS Kesehatan

Ketenman mengenai hak peserta dan BPIS Keschatan telah diatur
dalam peraturan perundang-nndangan vang berlaku. Mhantaranya adalah:

. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 temtane Sistem Jaminan Sosial

Masional (5J5N),
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b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 lentang Badan Penyclengeara
Jaminan Sosial (BPIS),

¢.  Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraruran Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Janunan Keschatan.

d. Peratran BPJS Kesehatan Nomor | Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan,

Ketentuan mengenai hak dan peserta BPIS Kesehatan tersebut
diatur dalam Pasal 20 Peratursn Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Presidén Nomor |2 Tahun 2013 lenlang Jaminan
Kesehatan daw Perturan BRJS Keschatan Nomor | Tahun 2014 lenang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan,

Pelaksanaan i lapangan kerap  terjadi kesen angan schmyea
masyarakat  menjadi  diregikan.  Kesenjangan  adalah  susty
ketidakseimbangan dalam suatu hal, Kesenjangan yang kerap tenadi dalam
hal pemenvhan hak bagi peserta BPJIS Kesehatan adalah peserta tidak
mendapatkan hak fasilitas keschatan sesuai dengan lavanan yang dipilih.

Menghindari adanva kesenjangan hak terschut, ‘maka dibunhkan
ststem yang mudah dan transpuran sehingga masyarakal dapat mengetahm
apa saja hak yang akan diperoleh sesual dengan kelas wang dipibhnva.
Kesenjangan yang terjadi terschul tentu saja mengikan bagl peserta

Karena tidak mendapatkan hak schagaimana vang telah diatur sebelumnya,

Ll



5. Pengertian Hak terbadap Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodran melekat
pada din manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak bolch diabaikan, dikurangi,
atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai
kewajiban dasar antara manusia vang satu terhadap yang lain dan terhadap
masyarakal secara  keseluruhan  dalam  kehidupan  bermasyvarakat,
berbangss, dan bernegara berdusarkan Undang Undang WNo 39 mahun
1954

lak asasi manusia memuliki eimi-cin khusus jika dibandingkan
dengan hak-hak vang lain. Cin khusus hak asasi manusia sebagan berikut -
a..  Tidak dapat dicabut. arinya hak asasi manusia tdak dapat

dihilangkan atau diserabkan
b. Tulak dapat dibagi. stinya semua orang berhak mendapatkan semua

hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi. sosial. dan

hutdava,

€ Hakiki, artinya hak asasi mianusia gdalah hak ssasi semna umat
manusia yang sudah ada s¢jak Lahir.

d. Universal, amnya hak ssasi manusia berlaku untuk semua orang

lanpd memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan

" Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, 2013. Diskriminasi Rosial dalam Hukum HAM, Studi tewrang
Lhiskrimingsi terhadap Etms Tionghoa Yogyakanta: Genta Fublishing, him. 9.



lainnya. Persamaan adalah salah satu dan ide-ide hak asasi manusia

vang mendasar,

6. Rujukan ke Rumah Sakit
1. Pengertian dan Tugas Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indanesia Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Saki rumah sakit-adalah institusi pelayanan
keschatan: yang menyelengparakan pelayanan kesehatan perorangan
secard paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawar Jalan,
dan gawal darurat. Rumah Sakit jups mempunvai tugas vaim,
merupakan termpal penyelenggaraan upayva keschatan dimana Kegatan
i untuk memelibart dan memingkatkan keschatan scria meningiatkan

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.®

|

Fungsi, Jenis dan Klasitikasi Rumah Sakit

Fungsinva Rumah Sakit

a. Penyclenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
sesual dengan standar pelayanan Rumah Sakir,

b. Pemchharasn dan peningkatan  keschatsn  perorangan melalui
pelayanan kesehatan vang paripuima,

. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pembenan pelayanan

keschatan.

* Charles. JP Sirewar.2004. Farmasi Rumah Sakit Teori dan Penerapan, Cetakan, 1, Jakarta:
Peperbit EGC, him. 22
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d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pencrapan
teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan hidang
kesehatan.

Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya
a. Berdasarkan jemis pelayanan
1} Rumah Sakit Umum (RSU)
2) Rumah Sakit Khusus (RSK)
b. Berdasarksan pengelolaan
'} Rumah Sakit Publik
2y Bumah Sakil Powvat -
Klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan
pelayanan Rumah Sakit -
a. Rumah Sakit Umum kelas A
b. Rumah Sakit Umum kelas B
¢.. Rumah Sakit Umum kelas ©

d. Rumah Sakit Unum kelas D

G. Metode Penclitian
L. FPengertian Metode
Metode merupakan cara atau 1shapan, prosedur vang dilakukan
untuk melakukan penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir

dan berbual yang dipersiapkan dengan baik untuk melakukan penelitian



dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.” Cara alau tahapan tersebut
dilakukan  sehmngga penelitian  dapat  benalan dengan . munmut dan
memudahkan penubis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian,
2. Metode Pendekatan
Meutode pendekatan yany dipergunakan dalam penelitian ini adalah
vundis cmpins. Peneliian wuridis cmpins adalah pendekatan dengan
melihat suatu kenyataan di dalam masvarakat Pendekatan yanidis EInpHrs
atau sestologr hukum memupakan pendekatsn vang digunakan untuk
elihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial i dalam masvarakat
dlam berfungsi untuk mengidentiikas: dan mengklaniikasi temuan bahan
non hukum bagi keperluan penelitian.”  Dalam mendukung penelinan
vuridis, penulis melakukan pendekatan empiris unruk mendapatkan data
prumer melalul wawancara langsung dencan responden dan narsimber
vang terkail dengan perlindungan hukum pesenta BPIS Kesehatan,
3. Spesifikasi Penelitian
spesifikisi _peneliian 1 adalah _eksplagaton.  Penelitian
cksplanaton yailu suatu penelitian yans dimaksudkan untuk menemukan
dan mengembangkan teori, sehingga hasil s produk penehitiannya dapat

menjelaskan  kenapa atau mengapa  teradinya  sesuaru gejala atau

’Kartlm Karana, 1990, Penguriar Metologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, hlm. 20,
! Zainuddic VAL 2009, Metade Peneliian Hukum, Jakarta: Simar Grafika, hlm. 105,

-
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kenyataan sosial tertentu. ' Spesitikasi penelitian ini akan membahas
pethndungan hukum bagi peserta BPIS Kesehatan i RsU PEU
Muhammadivah Kota Yogyakarta dan RSU PKU Muhammadiyah
Kabupiten Bantul
4. Obyek Penelitian
Ohyek penelitian ini sdalah perlindungan hukum bagi pescria BPIS
Kesehatan Ji RSU PKU Muhammadivah Kota Yopgyakarta dan RSU PKU
Muhammadiyah Kabupaten Buantn! Penulis menctapkan responden dan
narasumber yang akan dimustai data untuk kepentingan penelitian,
Responden dan narasumber sebagar sampel dalam penchtian im, maka
dilakukan  tekmk  pengambilan sampel  Pemilihan responden | dan
narasumbcer dalam penelitian ini diambil mengeunakan 1cknik  non
probability sampling, Burhan Asshofa berpenidapat bahwa:
"Nom probabilitny sampling  adalal suaty teknik pengambilan
sampel di mana peran penehiti sangat busar. Semua kepuiusan
terletak di tangan peneliti, dengan demikisn tidak ada dasar-t:sar
vang dapat digunakan uniok mengukur sampal berapa jauh sampel
vang (hambil dapat mewskili populasinya Hasil vang diperoleh
tdak ‘dizunakan untuk  membuat generalisasingg  dan hanya
membenkan. gambaran kasar tentang s Kumpulan elemen.
Semua ini-dhisebabkan karena cig umidm dan hen probabilin
sampling adalah bahwa udak semua clemen dalam populasi
mendaput Kesempatan vang sama untuk menjadi responden’. '~

Benkut it merupakon responden dan  narasumber  dalam

penelitan ini

Sanapish Famsal. 2007, Formar-formar Penclition Sosial. Jakana: Raja Grafindo Persada, him,
I,
' Buthan Ashshoty, 2004 Metode Pensiitian Hudvim, Jakara: PT. Asd] Mahasatva, him, 87
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1} Rusponden
Responden dalam pencliian ini adalah peserta vang
mendapatkan layanan BPJS Keschatan rawat inap dan rawal jalan

di RSU PKU Muhammadiyah Kota Yogyakana sebanyak 20 oran i

dan di RSU PKU Muhammadiyah Kabupaten Bantul sebanyak 20

orang.

2y MNarasumber
Demn mendukung dara dalam penelitian ini maka penulis
menunjuk tarasumber penelitian. Narasumber adalah pihak atau
orang - yang mengetahui setars  jelas atau. mempadi  snmber
informasi.” Narasumber dalam penclitian ini diantaranva adalah

a) Tun kKhusus pelavanan BPJS Keschatan darn pihak RSU PE1I
Muhammadiyah Kota  Yogvakarta dan  RSU  PKU
Muhammadiyah Kabupaten Bantul.

b) Pegas BPIS Keschatan vang bertugas i  RSU PKU
Muhammadiyah Kota  Yogvakarta dan RSU  PKU
Muahammadiyah Kabupaten Bantul.

5. Lokasi Penelitian
Lokasi peneliian adalah di RSU PKU Muhammadivah Kota
Yogyakarta dan RSU PKU Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Penulis
mermilih lokasi di RSU PKU Muhammadivah Kata Yogyakarta dan RSU

PRLU Muhammadiyah Kabupaten Banwml dikarenakan di rumah sakit

2 Suharsimi Arikunro, 2000, Meivde Penelitian Prosedur Penelition Suaru Peadebatan Prakiik,
lakarta: Rineka Cipta, him. 227,
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tersebut telah memberikan layanan keschatan BPIS Kesehatan kepada
pasien dan penulis dapat memiliki kemudahan untuk mendapatkan data-
data yane diperlukan untuk penelitian ini.
6. Jenis Data
Dalam penelitian im penulis menggunakan dua jenis data vairu data
sekunder dan data primer. Berikut ini adalah penjelasannya:
4. Data Pnmer
Data pnmer, vaitu Jita yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baitk melalw wawuancars maupun observasi ' Data
pruncr dliperoleh dengan melakukan penclitian di lapangan. - Data
primer dalam penelitian i diperoleh melalui wawancara kepada
responden dan marasumber penclinan. Berikut ini menipakan metode
pengumpulan data vang dilakukan unnik mendapatkan data primer:
1) Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara
lisan untuk juan penelitidn dengan cara tanvajawab sambil
bertatap _muka antara penanva atauwspewawancara denpgan si
penjawab atau résponden din narasumber. Sebelum melakukan
wawancara dengan responden Jan narasumber dalam penclidan
i terlebih dahulu penulis menyviapkan pedoman wawancars
Teknik wawancara yang digunakan dalam penclitian ini

adalah  wawancara tak  berstukmur  yang  dilsksanakan

" Zainuddin Ali, op.cit, Hlm. 16.
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menggunakan petunjuk umum wawancara (pedoman wawancara)
vang hanya memuat gans besar vang akan ditanvakan. Teknik
wawancara udak berstrukiur  maksudnya adalah  pedoman
wawancara yang hanya memual gars besar vang  akan
ditanyskan.  Saat proses wawancara  sebelumnya  penulis
melakukan. persiapan terlebih dabulu. dengan mempersiapkan
pedeman wawancara vang bensikan daftar pertanyaan vang akan
dibenkan kepads responden dan narasumber.

Ohservas

-

- Observast  dalam _ penelitian  ini  dilakukan “ddengin
mengounakan teknik observasi parusipasif. Menurut Sugivano
vang dimaksud dengan observasi partisipasif adalah:

Ohservast partisipasif peneliti terlibat dengan kegiatan
sehari=han orang vang sedang diamati ntau yane digunakan
sebagai  sumber data  penelitian, denpan  ohservasi
partisipasii ini-maka data vang diperoleh akan lebih
lengkap, 1ajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna
dari sctiap perilaku vang nampak.

Penulis’ melakukan  ohservast- pada proses pendattaran
pesertd BPIS“Kesehatan dan _atuloshinega akhir sampa
mendapatkan  karmi“layanan™ keschatan  BPJS  Kesehatan.
Selanjuinya penulis juga melakukan vhservasi pada pasien BPIS
K eschatan rawat inap dan rawat jalan vang memburuhkan lavanan

keschatan di RSU PKLU Mubammadivah Kota Yoevakarta dan

R5U PRU  Muhammadiyah  Kabupaten DBantul. Observasi

* Bugivone, 2013, Mernde Penelitian Bisnds, Bundung: Alfabera, hlm. 64,
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parusipasif yang penulis lakukan tersebut mengandung anti bahwa
penubis terlibat langsung dan bagian penelitian yang sedang
dilakukan. Keuntungan dan penulis melakukan observasi
partisipan adalah bahwa kehadiran penulis sebagai seorang
penehti tidak mempengamih situasi yang ada, schingra penelit
lebih mengenal situasi dengan baik dan dapat menpumpulkan
keterangan dan data-data di lapangan,'”
b Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yung

g=4

diperoleh  dan dokumen-
dokumen resmi,  buku-buku  yang  berhubungan  dengan objek
peneliian.  Data sckunder tersebut dapat dibapi menjadi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahsn hukum tersier.
Berikut in1 adalah penjelasannya -
1) Bahan Iukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum
yang mengikat. Bahan hokom primer terdid dart perundang-
undangan, . catatan  resmi aau osalah dalam pembnatan
perundang-undangan dan putisan bakim.' Bahan Hukum Primer
vang dipergunakan dalam penclitian ini adalah :
A} Undang — Undang Nemor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia

% Nasution, 2001, Merode Rivet, Jakarta: Bumi Aksara, Lim. 26,
" Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakana: Kercana, him. 141,
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b) Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional {SISN);

¢) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);

d) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan.

¢) Peramran BPIS Keschatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Jarminan Kesehatan

2)  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi
penjelasan lerhadap bahan hukum primer. Biahan hukum sekunder
berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resimi, Bahan Ilukum Sekunder dalam pencliian ini
meliput: buku-buku, artikel, jurnal wang berkailan  dengan
penelitian.

3} Bahan Hukum Tersie: merupakan bahan hukum vang memberikan
petunjuk maupun . penjelasan terhadap bahan hukum  primer
maupun sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus
Hukum,

7. Analisis Hasil Penelitian
Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan Jan penelitian

lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif vaitu dengan cara
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menguratkan data dalam bentuk kalimat vang teratur, unmun, logis, tidak
tumpang tndih, dan efektif sehingga memudahkan interprestas: data dan
pemahaman analisis.'® Hasil analisis kusalitatif ini disampaikan secara
deskriptif yaitu dilakukan dengan cara menyajikan data vang ada dengan
cara mendesknpsikan scear sistematis mengenai fukia-fakta vang sedang
diteliti. ™

Analisis  dimakswlkan  sebagai  suam  penjelasan dan
pengintetprestasian secara Iouis dan sistemats. Loms  sistemans
menunjukkan cara berpiar deduktil dan mengikuti tata tertib dalam
penehtian ilmiah  Informasi  dasi responden dan narasumber vang
berhubungan denpan pokok pém‘msal:ﬂhan shpilih dengan seksama, yang
kemudian disa)ikan seeara desknpuf, artinya memberikan gambaran secara
nnel,  sistematis,  dan  menyeluruh  mengenam  scpala sesuatu yang
herhubungan dengan masalsh yvang ditelit. Hasil tersebut kemudian ditarik
suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan vang

diangkatdalam penelinan ini.

I. Penvajian Tesis
Hasil Penelitian vang telah dilakukan dirangkum dan dituangkan
dalam hentuk karva ilmiah yanp disebut tesis. Penyajian berdazarkan

sistemalis yang logis sehingga keilmiahan penelinan ini dapat disajikan

" Abdulkadi Muhammad, 2004, Huhum dan Penelirion Hubum, Bandar Lampung: PT. Citra
Aditya Hakei, him. 127,
¥ Maoh, Nagir, 2005, Metode Penelilion, Bogor: Ghalia Indonesia, i, 54,
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secara akurat dan mudah dipshami dengan jelas, Tesis im dibagi dalam
tiga bagian yamtu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Penyajan i pada dasarnya hampir sama dengan usulan penelitian
namun isinya lebih lengkap dan luas. Rencana penyajian tesis akan
dilakukan menggunakan sistematika schagai benikut:

BADR 1 PENDAHULUAN: Bab ini merangkum tentang latar
belakang  masalah, perumusan masalah. wjuan  penelitian, manfaat
penchitian, kerangka konsep, kerangka teor, metwde penclitian dan
penyajian tesis, Pendahuluan ini akan menguratkan mengenai gambaran
secara umum teniang matenl yang akan dibahas dalam penelinan.

BAB Il TINJAUAN" PISTAKA: Dab inl memuat teoii-tcon
lentang perlindungan hokum bagi pesrta BPJS Kesehatan, pengertian
BPIS Kesehatan, hak peserta, kesenjangan yanglerjadi pada pelavanan
BPIS Keschawn, hak asast manusia, rumah sakity, kewajiban peserta,
undang-unidang dan peraturan vang terkait dengan judul penelidan,

BAB III HASIL PENELIFIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini
menguraikan | mengenal mengenal 1) pemenghan hak peserta BPIS
Kesehatan di RSU PKU Muhammadivah Kota Yogyakarta dan RSU PKU
Mubammadiyah Kabupaten Danwl 2) Kesempangan vang leradi dengan
pemenulian hak peseria BPJS Kesehatan di RSU PKU Muhammadivah
kota Yogyakarta dan RSU PKU Muhammadivah Kabupaten Banral 3

Perlindungan hukum  bagi peserta BPJS Keschatan di RSU PKU

g™ ]
[




Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan RSU PKU Mubammadiyah
Kabupaten Bantul




